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Abstrak
 

Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang

sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan

dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan

Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan

Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait

pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang

memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana

Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi

DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya

dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba

sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

......The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining

land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified

process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land

have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis

technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general.

Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge

rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry,

where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that

reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does

not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is

specially regulated for Mining business is required.
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